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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah HP sebagai anggota militer yang berpangkat Prajurit
Dua yang tidak hadir di pos satuan tugas pengamanan perbatasan tanpa izin akibat adanya dugaan penyakit
gangguan jiwa sementara apakah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Hasil
penelitian menunjukan bahwa HP tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena HP dalam waktu
melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin terdapat adanya dugaan penyakit gangguan jiwa, walaupun
perbuatan HP telah memenuhi unsur dari Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tetapi
karena waktu melakukan tindak pidana terdapat dugaan penyakit gangguan jiwa sehingga perbuatan HP tidak
dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan mendapatkan alasan pemaaf yang terdapat dalam Pasal 44 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 proses
persidangan HP sampai Oditur mengajukan kasasi telah terproses dengan baik dan benar. Putusan yang benar
diberikan kepada HP adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, militer, tidak hadir tanpa izin, pos penjagaan, penyakit gangguan
jiwa sementara.
1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki Polisi dan Tentara
Nasional Indonesia (TNI) yang siap untuk
mengawasi dan melindungi masyarakat. Polisi
memiliki tugas yakni menjaga keamanan untuk
menjamin ketertiban masyarakat dan mengayomi
kepada masyarakat. Sedangkan TNI bertugas
dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD) dijelaskan
bahwa tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)
selaku alat negara adalah mempertahankan,
melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan bangsa, sedangkan substansi kedudukan
TNI diatur secara rinci dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.
Seperti halnya manusia atau badan hukum,
seorang anggota TNI pun dapat melakukan suatu
kejahatan. Suatu anggota TNI walaupun telah
melalui syarat ujian yang sangat ketat tapi tidak
dapat dipungkiri juga dapat melakukan suatu tindak
pidana. Indonesia memiliki pengaturan mengenai
militer sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 yakni
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
Selain itu juga peradilan militer diatur juga
dengan tegas dalam Undang-Undang No 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Peraturan
Perundang-Undangan tersebut diatur mengenai
yurisdiksi peradilan militer, hukum acara peradilan
militer, dan acara koneksitas, serta hukum tata
usaha militer.
Ada juga aturan tentang disiplin yang
diperuntukkan bagi TNI yakni dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang
Hukum Disiplin Militer, dan juga ada pengaturan
tentang perbuatan tindak pidana bagi TNI yang
melakukan perbuatan pidana yakni dijelaskan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer (KUHPM).
Berdasarkan ketentuan undang-undang di
atas maka dapat diketahui bahwa terhadap anggota
TNI yang melakukan tindak pidana, antara lain
ketidakhadiran di pos satuan tugas pengamanan
perbatasan tanpa izin dapat dikenakan sanksi
pidana militer.
Terdapat sebuah kasus ketidakhadiran di
pos satuan tugas pengamanan perbatasan tanpa izin
oleh seorang anggota TNI yang menarik untuk
dibahas yakni dalam putusan Nomor 10
K/MIL/2017, dengan kronologi kasus seperti
berikut, yakni terdakwa yang berinisial HP yang
bekerja di TNI yang memiliki pangkat Prada
(prajurit dua) yang sedang bertugas di wilayah
perbatasan Rl-Malaysia sebagai Pasukan
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Pengamanan Perbatasan di daerah Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas
Kalimantan Barat. Kejadian dimulai dari tanggal 16
April 2016, berawal dari terdakwa yang tidak mau
menuruti perintah atasannya yakni Sertu Ilham
Riyadi yang menjabat menjadi wakil komandan
pos. setelah itu terdakwa kabur dari markas, wakil
komandan pos yaitu Sertu Ilham Riyadi beserta
seluruh anggota TNI pos tersebut mencari terdakwa
tapi tidak ketemu, setelah 12 hari kemudian
terdakwa ditemukan di bawah jembatan hanya
memakai pakaian dalam saja. Dan ternyata
terdakwa mengalami gangguan jiwa.
Terdakwa dilaporkan ke Pengadilan
Militer I-05 Pontianak. Pada putusan Pengadilan
Militer I-05 Pontianak Membebaskan Terdakwa
dari segala dakwaan, setelah itu oditur kasasi ke
Mahkamah Agung, pada putusan Mahkamah
Agung merubah yang sebelumnya dalam putusan
Pengadilan Militer I-05 Pontianak Membebaskan
Terdakwa dari segala dakwaan menjadi
Melepaskan Terdakwa. Putusan Pengadilan Militer
I-05 Pontianak yang membebaskan terdakwa dari
segala dakwaan, ini lah yang cukup menarik untuk
dibahas dikarenakan putusan bebas demi hukum
berarti dakwaan yang dituntut oleh oditur tidak
terbukti, padahal jelas jelas dalam kasus tersebut
dakwaan yang di dakwa oleh oditur terhadap
terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan
tersebut.
2. METODE PENELITIAN
Penulisan karya tulis ini menggunakan
metode yuridis normatif yang mana penelitian
dilakukan melalui studi kepustakaan serta melalui
peraturan perundang-undangan, literatur, serta
media massa yang digunakan untuk memecahkan
masalah tersebut.
Dalam pembuatan penelitian ini,
pendekatan yang masalah yang digunakan adalah
Statute Approach, yaitu suatu pendekatan yang
dilakukan dengan mengulas semua peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan isu
hukum yang sedang dihadapi. Dalam hal ini,
Undang-Undang yang digunakan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.
Dalam penelitian ini juga menggunakan
Conceptual Approach, yaitu pendekatan yang
dilakukan melalui pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum, seperti pemahaman pemahaman dari  para
ahli hukum. Untuk mendapatkan bahan hukum
tersebut, digunakan studi kepustakaan yaitu :
a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam
penelitian ini menggunakan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer dan Kitab Undang Undang Hukum
Pidana Militer sebagai bahan hukum primer.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum
yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal,
dokumen, surat kabar, majalah, dan lain-lain.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan terkait bahan hukum
primer dan sekunder meliputi kamus hukum.
Langkah pengumpulan bahan hukum di
dalam penulisan ini adalah melalui studi
kepustakaan yang diawali dengan inventaris semua
bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan
hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk
lebih mudah membacanya dan mempelajarinya.
Langkah selanjutnya menganilis bahan hukum
untuk memperoleh jawaban atas permasalahan
digunakan penalaran yang bersifat deduksi (dari
argumentasi umum ke khusus).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak Pidana Militer, apabila dipisah per
suku kata terdapat kata, tindak, pidana, dan kata
militer. Pengertian tindak pidana adalah setiap
perbuatan yang diancam hukuman sebagai
kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut
dalam KUHP maupun peraturan perundang-undang
lainnya. (Citra Umbara, 2016, hal.493). Pidana
dalam Kamus Hukum Internasional dan Indonesia,
pidana adalah hukuman. (Subrata, 2014, hal. 335).
Sedangkan kata militer dalam Kamus Hukum
Internasional dan Indonesia menjelaskan militer
adalah tentara. (Subrata, 2014, hal. 268).
Perlu diketahui, terdapat 2 (dua) macam
tindak pidana militer, tindak pidana militer murni
dan tindak pidana militer campuran. Menurut
Mochammad Faisal Salam (2006, hal. 27):
“tindak pidana militer murni yaitu suatu tindak
pidana yang hanya dilakukan oleh seorang
militer, karena sifatnya khusus militer.
Sedangkan tindak pidana militer campuran
berarti suatu perbuatan yang terlarang yang
sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya
peraturan itu berada pada perundang-undangan
yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya
dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu
dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu
perbuatan yang telah diatur perundang-
undangan lain yang jenisnya sama, diatur
kembali di dalam KUHPM disertai ancaman
hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan
kekhasan militer.”
Sehingga dapat dikatakan tindak pidana militer
terdapat dua jenis, tindak pidana militer murni dan
tindak pidana militer campuran. Tindak pidana
militer murni adalah tindak pidana yang hanya
dilakukan oleh seorang militer seperi tindak pidana
desersi, tidak hadir tanpa izin, meninggalkan pos
penjagaan, melawan atasan (insubordinasi),
meninggalkan pos penjagaan.
Tindak pidana militer campuran menurut
Sianturi (2010, hal. 19) adalah:
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“Tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan
yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam
perundang undangan lain, akan tetapi diatur
lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu
keadaan yang khas militer atau karena adanya
sesuatu sifat yang lain sehingga diperlukan
ancaman pidana yang lebih berat, bahkan
mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada
kejahatan semula dengan pemberatan tersebut
dalam Pasal 52 KUHP.”
Contoh tindak pidana militer campuran
seperti pencurian perlengkapan militer dimana
militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya,
maka bagi militer yang melakukan pencurian itu
tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di
dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-
ketentuan KUHPM.
Anggota militer yang melakukan tindak
pidana bersama sama dengan orang sipil
dinamakan perkara koneksitas seperti yang di
jelaskan dalam Pasal 89 Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut
KUHAP). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan Dan
Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam
Lingkungan Peradilan Ketentaraan dan Pasal 89
sampai Pasal 94 KUHAP, Sianturi (2010, hal. 43)
berpendapat:
“perkara koneksitas yaitu perkara yang
dilakukan secara bersama oleh seseorang non-
justiabel peradilan militer pada prinsipnya
diadili di suatu pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum. Menurut ketentuan ini,
perkara koneksitas dapat juga diadili oleh
Mahkamah Militer dengan klausula seperti
tersebut Pasal 3 UU No No. 5 Tahun 1950
tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan
Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan
Ketentaraan. Akan tetapi dalam praktek
banyak terjadi bahwa perkara-perkara
koneksitas diadili secara terpisah, yaitu
justisiabel peradilan militer diadili oleh
mahkamah militer, dan non-justisiabel diadili
oleh peradilan umum.”
Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin
atau bisa disingkat menjadi THTI, tindak pidana
THTI diatur dalam bab ketiga di KUHPM
mengenai kejahatan yang merupakan suatu cara
bagi seseorang militer menarik diri dari
pelaksanaan kewajiban dinas. Herdjito (2014, hal.
53) berpendapat:
“Pada umumnya kejahatan tidak hadir tanpa
izin ini lebih cenderung merupakan suatu
perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam
kehidupan militer, lazim disebut sebgai
pelanggaran disiplin militer. Akan tetapi
mengingat pentingnya tujuan yang tersirat
dalam bab tersebut, terutama jika perbuatan
yang tidak boleh terjadi lagi, itu dilakukan
dalam tingkat yang lebih tinggi lagi maka
penyelesaian/penindakan secara hukum
disiplin militer sudah kurang memadai, oleh
karena itu ia ditentukan sebagai kejahatan yang
diancam dengan pidana dan sekaligus
merupakan alat pemaksa tertinggi (ultimatum
medium) untuk penataan suatu kehidupan
berdisiplin.”
Dalam penulisan karya ilmiah milik
Muhammad Jabirullah (2017, hal. 8) mengartikan
Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) merupakan
perbuatan atau tindakan dimana prajurit TNI
melakukan ketidakhadiran untuk menjalankan
tugas dan kewajibannya saat jam dinas atau pergi
meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan
atau atasan yang berwenang. Setiap anggota TNI
yang tidak masuk dinas atau yang akan pergi
meninggalkan kesatuan dengan alasan apapun itu
diwajibkan melapor kepada komandan ataupun
atasan yang berwenang. Hasil wawancara dengan
Ediyanto Kusumo selaku Kepala Oditur Ambon:
1. Ada perbedaan antara kedua pasal tersebut
yakni pada Pasal 86 KUHPM adalah militer
dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
izin, sedangkan Pasal 87 KUHPM langsung
klasifikasi terkait desersi. Adapun persyaratan
dalam hal ketidakhadiran tanpa izin atau Tidak
Hadir Tanpa Izin (THTI) yakni tidak hadirnya
minimal 1 (satu) hari dan maksimal kurang dari
30 (tiga puluh) hari, karena jam kerja militer itu
24 jam, termasuk juga hari sabtu dan minggu.
2. Terminologi hukum Tidak Hadir Tanpa Izin
(THTI) dalam istilah militernya adalah mangkir,
sedangkan desersi, mengapa tidak termasuk
pula dalam kejahatan Tidak Hadir Tanpa Izin ?
karena dalam desersi, ketidakhadiran seorang
anggota militer adalah minimal 30 hari atau
lebih sedangkan untuk THTI, syarat
ketidakhadiran tanpa izinnya minimal 1 hari
sampai 30 hari, sehingga jika selama minimal
30 hari atau lebih Tidak Hadir Tanpa Izin maka
sudah termasuk tindak pidana desersi dan
pelakunya disebut disertir.
3. Hukuman antara Desersi dan THTI adalah lebih
berat desersi karena ketidakhadiran tanpa izin
atau mangkirnya lebih lama. Dalam praktiknya,
perbuatan THTI tidak sampai diproses secara
hukum pidana dan biasanya hanya diterapkan
hukum disiplin militer bagi pelakunya dan
dihukum oleh Angkum (angkatan yang berhak
menghukum).
4. Meskipun diterapkan hukum disiplin militer
namun hukuman dispilin juga termasuk berat
karena terdapat sanksi teguran, sanksi
penahanan ringan, dan sanksi penahanan berat.
5. Ketentuan dalam Pasal 86 KUHPM dan Pasal
87 KUHPM terdapat 2 (dua) pembagian
berdasarkan waktunya, di masa damai dan di
masa perang, dan hukuman di masa perang
lebih berat daripada masa damai. Kebanyakan
pada waktu masa perang di melakukan 87
biasanya langsung dipecat. Kalau desersi di
bawah 1 tahun dan tidak memiliki itu jarang
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dipecat kalau lebih dari 1 tahun itu sudah jelas
dipecat.
Gangguan Jiwa suatu penyakit yang
melibatkan mental seseorang, yang menjadi suatu
keadaan mental seseorang tidak normal pada
umumnya. Taufik Akbar Rizqi Yunanto seorang
psikolog dan seorang dosen psikologi di
Universitas Surabaya mengatakan bahwa:
1. Terdapat dua jenis gangguan jiwa, yaitu
gangguan psikotik dan gangguan neurotik,
gangguan jiwa neurotik yaitu seperti adanya
kecemasan dalam diri orang tersebut, terdapat
obsesi konklusif atau obsessive compulsive
disorder yang disingkat OCD adalah gangguan
yang ditandai dengan pikiran negatif yang
membuat orang merasa cemas, takut, dan
khawatir, terdapat depresi ringan, sedangkan
gangguan jiwa psikotik itu gejalanya terdapat
halusinasi (obyek yang bisa dilihat oleh dirinya
sendiri tetapi tidak bisa dilihat oleh orang lain),
terdapat delusi/waham, waham adalah suatu
keyakinan orang yang keliru seperti contohnya
orang yang mengaku ngaku menjadi nabi,
terdapat juga waham kendali yang berarti
bahwa si penderita penyakit ini seperti
beranggapan bahwa dia seperti dikendalikan
atau dikontrol oleh orang lain, dan seperti setiap
gerak-geriknya selalu diawasi oleh orang lain.
2. Penyakit gangguan jiwa neurotik dan psikiatik
ini ada tingkatannya yaitu akut dan kronis.
Apabila si penderita mengalami gangguan jiwa
dalam tingkatan akut maka yang bersangkutan
mengalami gangguan jiwa menderita pada saat
itu saja atau sementara dan berbeda jika
gangguan jiwa yang diderita pada tingkat kronis
maka si penderita memang dari awal sudah
sakit tidak sementara dan bisa terjadi secara
terus menerus. Gangguan jiwa pada tingkat akut
dapat menjadi kronis apabila tidak diobati dan
oleh karena itu, penyakit gangguan jiwa akut
bisa disebut sebagai penyakit gangguan jiwa
sementara, karena terjadi pada masa itu saja.
3. Dalam penggolongannya gangguan jiwa
terdapat tiga golongan yaitu ringan, sedang, dan
berat. Ciri ciri gangguan jiwa ringan biasanya si
penderita tidak ingin makan akan tetapi si
pendereita bisa beraktifitas normal, ciri ciri
gangguan jiwa sedang si penderita tidak ingin
makan, tidak ingin keluar dari rumah, akan
tetapi si penderita masih dapat berinteraksi, dan
ciri ciri gangguan jiwa berat si penderita tidak
ingin makan, tidak ingin keluar rumah, si
penderita merasa kesakitan mengganggu
kesehatannya dan mengganggu keseharian si
penderita.
4. Salah satu faktor penyebab penyakit gangguan
jiwa timbul dikarenakan faktor lingkungan,
seperti lingkungan pergaulannya, keluarganya.
Pada umumnya korban gangguan jiwa itu,
kebanyakan memendam masalah sendiri, tidak
menceritakan kepada orang lain, dan jika
berbagai masalah yang dipendam sudah terlalu
banyak maka dapat menimbulkan stress dan
menjadi gangguan jiwa.
5. Cara untuk mengatasi hal ini yaitu mencari
lingkungan yang baik, dan harus dapat
menceritakan masalah-masalah ini kepada
orang lain dengan harapan agar beban
kejiwaannya bisa berkurang. Orang yang
normal pun bisa terkena penyakit gangguan
jiwa apabila terlalu banyak masalah dalam
pikirannya, dan dapat mengakibatkan rusaknya
kejiwaan dalam orang tersebut.
Penyakit gangguan jiwa atau
keabnormalan mental tidak dapat
dipertanggungjawabkan perbuatannya, berarti
sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu
menggunakan alasan pemaaf
(Schulduitsluitingdgroden) atas perbuatannya.
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP: “Barang
siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat
dalam pertumbuhan atau terganggu karena
penyakit, tidak dipidana”.
Keberlangsungan Pasal 44 ayat (1) KUHP
dapat diterapkan dalam KUHPM dikarenakan
terdapat Pasal 103 KUHP yang berisi tentang
Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII
buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan
yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya
diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-
undang ditentukan lain.
Dikarenakan terdapat ketentuan tersebut
yang dituliskan dalam Pasal 103 KUHP, Pasal 44
ayat (1) KUHP dapat diterapkan juga dalam
KUHPM dikarenakan KUHPM tidak mengatur
tentang alasan pemaaf yang diperuntukkan bagi
pelaku yang memiliki penyakit gangguan jiwa.
Maka dari itu Pasal 44 ayat (1) KUHP berhubungan
dengan Pasal 103 KUHP untuk dapat diberlakukan
KUHPM. Dikarenakan KUHPM ini termasuk
undang undang yang sifatnya khusus berdasarkan
asas hukum yang berbunyi Lex specialis derogat
legi generali yang artinya hukum yang bersifat
khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum
yang bersifat umum (lex generalis).
Hal pertama yang perlu dilihat yaitu HP
dalam kasus tersebut yaitu apakah yang dilakukan
oleh HP termasuk perbuatan pidana ataukah bukan.
Roeslan Saleh (1983, hal. 75) berpendapat,
“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak
termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan
pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya
perbuatan. Apakah orang yang telah
melakukan perbuatan itu kemudian juga
dipidana, tergantung pada soal, apakah dia
dalam melakukan perbuatan itu mempunyai
kesalahan atau kah tidak. Apabila orang yang
melakukan perbuatan pidana itu memang
mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan
dipidana. Tetapi, manakala dia tidak
mempunyai kesalahan, walaupun dia telah
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melakukan perbuatan yang terlarang dan
tercela, tentu tidak dipidana. Asas yang tidak
tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan”, merupakan dasar daripada
dipidananya si pembuat”. Jadi perbuatan yang
tercela oleh masyarakat itu
dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya.”
Bentuk dakwaan Oditur yang diterapkan
kepada HP adalah dakwaan kumulatif yakni Pasal
118 ayat (1) KUHPM dan Pasal 86 ke 1 KUHPM
dan terhadap bentuk dakwaan demikian akan
dibuktikan kedua pasal yang didakwakan. Pasal
118 ayat (1) KUHPM dalam dakwaan kesatu
meliputi sebagai berikut:
Penjaga yang meninggalkan Posnya
dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang
merupakan keharusan baginya, ataupun membuat
atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan
dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya
sebagai penjaga sebagaimana mestinya, diancam
dengan piadana maksimum empat tahun.
Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu subjek
hukum-nya adalah penjaga, perbuatan yang
dilanggar yaitu dengan sengaja meninggalkan
posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan
tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun
membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu
keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan
tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya
dan ancaman hukuman yang dikenakan apabila
melanggar pasal tersebut yaitu pidana penjara
maksimum empat tahun.
Setelah itu pasal yang didakwakan
selanjutnya yaitu Pasal 86 ke 1 KUHPM yang
menentukan:
Militer, yang dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa izin, diancam:
Ke-1 dengan pidana penjara maksimum satu tahun
empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam
waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama
dari tiga puluh hari.
Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah subjek
hukum yaitu militer dan dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai
minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh
hari dan ancaman hukumannya pidana penjara
maksimum satu tahun empat bulan.
Menurut pertimbangan hukum dari hakim
pada tingkat pertama in casu Pengadilan Militer I-
05 Pontianak, unsur “Penjaga” dalam Pasal 118
ayat (1) KUHPM tidak dipenuhi karena tugas
penjagaan pada umumnya ialah tidak boleh
meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana
ia ditempatkan atau melaksanakan suatu tugas
penjagaan yang merupakan keharusan baginya
sehingga unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan
lagi sehingga Pasal 118 ayat (1) KUHPM tidak
dapat dikenakan pada diri terdakwa HP.
Penjaga adalah setiap militer yang
bersenjata dan atau memakai pengenal yang
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan
Kemanan/Panglima TNI, yang ditempatkan di
suatu pos atau tempat peninjauan. Tugas penjagaan
pada umumnya ialah tidak boleh meninggalkan pos
atau tempat peninjauan dimana ia ditempatkan atau
melaksanakan suatu tugas penjagaan yang
merupakan keharusan baginya.
Pasal 86 ke-1KUHPM  dapat dikenakan
terhadap HP yang meninggalkan pos tanpa izin,
unsur-unsur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM
terpenuhi dibuktikan bahwa HP adalah seorang
anggota militer yang berpangkat Prajurit dua
(Prada) dengan nomor registrasi pokok
31150233620394 dan termasuk kedalam Satuan
Yonif 144/JY berdasarkan Surat Perintah Pangdam
XII/Tpr Nomor: Sprin/3693.a/XII/2015 tanggal 25
Desember 2015 Yonif 144/JY dipimpin oleh Letkol
Inf Gambuh Sri Karyanto selaku
DansatgasPamtasYonif 144/JY Kodamll/Swj
tergabung dalam tugas Operasi PamtasRl-Malaysia
diwilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan
Barat di bawah Kendali Operasi DankolaopsKorem
121/AbwKodamXll/Tpr.
Berdasarkan penjelasan unsur-unsur Pasal
118 ayat (1) KUHPM dan Pasal 86 ke-1 KUHPM,
perbuatan dari HP merupakan perbuatan hukum
yang dapat diancam pidana/hukuman karena
berdasarkan kronologi kejadian di atas, HP telah
meninggalkan pos penjagaan dengan semaunya
tanpa izin yang sah dari Dansat sedang
malaksanakan tugas Operasi Militer PamtasRl-
Malaysia di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak
dalam keadaan perang.
Hal yang kedua yang perlu dilihat yaitu
apakah ada kesalahan (schuld) dan dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana
(toerekeningsvadbaarheid). Adami Chazawi (2002,
hal. 4) berpendapat:
Dalam aspek ini tidak dihubungkan dengan adanya
si pembuat dan dipidananya si pembuat tersebut.
Bagi si pembuat/petindak tersebut apakah ia benar
dapat dijatuhi pidana ataukah tidak, masih
bergantung dari apakah ia benar dapat dijatuhi
pidana ataukah tidak, masih bergantung dari apakah
perbuatan yang nyata melanggar larangan itu dapat
dipersalahkan ataukah tidak kepadanya. Artinya,
apakah dia mempunyai kesalahan ataukah tidak.
Jika dia tidak dapat dipersalahkan, maka terhadap
perbuatannya yang nyata melanggar larangan itu
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.
Dalam kasus di atas HP sebagai pelaku
tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin termasuk
suatu kesalahan dan dapat dipidana dimana HP
dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
izin dalam waktu damai.
Selanjutnya perlu dilihat kemampuan
bertanggung jawab dari HP, apakah HP mampu
bertanggung jawab ataukah tidak. Roeslan Saleh
(1983, hal.78) mengatakan:
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“Sebagai ikhtisar dapat dikatakan bahwa: hal
yang pertama, yaitu mengenai keadaan bathin
dari  orang yang melakukan perbuatan, dalam
ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim
disebut masalah kemampuan
bertanggungjawab; hal yang kedua, yaitu
mengenai hubungan antara ilmu bathin itu
dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan
masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan
pemaaf; sehingga mampu bertanggung jawab,
mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta
tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-
unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan
kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Yang satu bergantung pada yang lain, dalam
arti: demikianlah urut-urutannya dan yang
disebut kemudian bergantung pada yang
disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya
tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang
adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila
orang itu tidak mampu bertanggung jawab.
Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai
alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu
bertanggungjawab, dan tidak pula adanya
kesengajaan ataupun kealpaan.”
Dapat disimpulkan bahwa orang yang
mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana
dapat dirumuskan apakah orang tersebut
mempunyai kesengajaan atau kealpaan dalam
melakukan tindak pidana dan tidak adanya alasan
pemaaf Muladi dan Dwidja Priyatno (2010, hal.63)
mengatakan:
“bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban
pidana yang menyangkut pembuat delik yang
meliputi:
a. Kemampuan bertanggung jawab;
b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau
kealpaan
c. Tidak ada alasan pemaaf”
Roeslan Saleh (1983, hal. 79) juga
berpendapat sehingga untuk adanya kesalahan yang
mengakibatkan dipidananya terdakwa maka
terdakwa haruslah (a) melakukan perbuatan pidana;
(b) mampu bertanggung jawab; (c) dengan
kesengajaan atau kealpaan; dan (d) tidak adanya
alasan pemaaf. Berdasarkan kasus di atas HP
sebagai pelaku tindak pidana Tidak Hadir Tanpa
Izin perlu dilihat apakah memenuhi unsur tersebut
ataukah tidak. Unsur yang pertama telah dibuktikan
bahwa Tidak Hadir Tanpa Izin adalah termasuk
perbuatan pidana dijelaskan dalam Pasal 86 ke-1
KUHPM.
Selanjutnya perlu diketahui apakah HP
mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Menurut
Roeslan Saleh (1983, hal. 79) mengatakan
“orang mampu bertanggung jawab itu harus
memenuhi tiga syarat yaitu
(1) dapat menginsyafi makna yang selanjutnya
daripada perbuatannya;
(2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu
tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan
masyarakat;
(3) mampu untuk menentukan niat atau
kehendaknya dalam melakukan perbuatan.”
Berdasarkan kasus HP sebagai pelaku
tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin tidak dapat
memenuhi ketiga syarat orang yang mampu
bertanggungjawab menurut Roeslan Saleh,
dikarenakan HP pada waktu melakukan tindak
pidana dalam kondisi gangguan jiwa akut atau
sementara, dan seharusnya mendapatkan alasan
pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP.
HP dalam kondisi gangguan jiwa akut atau
sementara dapat diketahui dari hasil pemeriksaan
oleh dr. Mayor Ckm I NyomanMudana M. Biomet
Spkj. Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa
riwayat penyakit pasien (HP) mengalami gangguan
psikotik akut dan sementara lainnya, dengan
ditandai adanya halusinasi (+), waham kendali (+),
halusinasi visual (+), bentuk pikir non logarnonral,
halusinasi longgar, insomnia (-), prikomotorkatafon
(+) sesuai hasil ringaksan keluar dari
KesdamXll/Tpr Rumkit Tingkat II Kartika Husada
yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2016.
Terdapat halusinasi (+) berarti terdapat
suatu keadaan seseorang melihat, mendengar, atau
merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata.
Setelah itu terdapat waham kendali (+), Waham
atau delusi berarti terdapat keyakinan yang keliru
contoh nya orang yang mengaku ngaku menjadi
nabi. HP dalam kasus ini terkena waham kendali
(+) yang berarti terdapat keyakinan yang salah
dalam diri HP yang merasa HP itu dikendalikan
atau dikontrol oleh orang lain atau di awasi oleh
orang lain, jadi seperti setiap gerak gerik HP
diawasi oleh orang lain, keyakinan tersebut
irasional tidak masuk akal bagi orang lain, tapi bagi
dia merasa menderita karena apa yang dia lakukan
itu seperti diawasi atau dikendalikan oleh orang
lain. Terdapat bentuk pikir non logarnonral ini
berarti bentuk pikiran dari HP tidak runtut, dalam
menceritakan suatu hal tidak secara runtut maka
dari iru sulit untuk menangkap apa yangdikatakan
korban. Setelah itu terdapat halusinasi longgar yang
berarti halusinasi yang jarang terjadi, insomnia (-)
berarti HP tidak ada insomnia, insomnia berarti
suatu keadaan yang menyulitkan untuk tidur.
Terdapat prikomotorkatafon (+) yang bearti
terdapat gerak-gerakan yang berlebih (hyperaktif).
HP dalam melakukan tindak pidana Tidak
Hadir Tanpa Izin dengan sengaja dapat tidak dapat
dikenakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan
pada waktu HP melakukan tindak pidana Tidah
Hadir Tanpa Izin dalam kondisi gangguan jiwa akut
atau sementara. Hal ini dibuktikan dari keterangan
saksi Hadi Yudianto Atmadja Sembiring yang
memiliki hubungan dengan HP sebatas atasan dan
bawahan saja, lalu berdasarkan kesasksian nya
dimuka persidangan Hadi Yudianto Atmadja
Sembiring mengatakan HP sebelum meninggalkan
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pos, HP sering menyendiri tidak pernah bercerita
kepada Hadi atau anggota lain tentang
permasalahan yang dihadapi karena HP sangat
pendiam dan tertutup, sering menyendiri dan tidak
bercerita kepada anggota lain terkait masalahnya
adalah salah satu faktor timbulnya penyakit
gangguan jiwa, dikarenakan apabila orang sering
memendam masalah-masalahnya dan ia tidak
bercerita kepada orang lain, maka orang yang
memendam masalahnya sendiri akan stress dan
menjadi penderita penyakit gangguan jiwa. Dalam
kasus di atas juga HP menderita stressor tinggi
dikarenakan terdapat masalah dalam keluarganya.
Selain itu pada hasil keterangan para saksi
disimpulkan bahwa HP meninggalkan Pos Simpang
Tiga Lokpon dalam keadaan amnesia lupa ingatan
terbawa oleh halusinasinya sehingga apa yang
dipikirkan oleh HP hanya diketahui oleh HP
sendiri. Maka dari itu HP dapat dikenakan alasan
pemaaf yang dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1)
KUHP. Sehingga HP tidak mampu untuk
mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya.
Berdasarkan kasus di atas, HP telah
terbukti melakukan tindak pidana Tidak Hadir
Tanpa Izin sesuai dengan dakwaan oditur yaitu
Pasal 86 ke-1 KUHPM yang telah memenuhi
unsur-unsur-nya akan tetapi dalam putusan
Pengadilan Militer I-05 Pontianak berpendapat
unsur pada Pasal 86 ke-1 KUHPM ini juga tidak
terbukti maka dari itu putusannya bebas murni
(vrijspraak). Putusan “bebas” merupakan salah satu
dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang
telah ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP:
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil
pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka
terdakwa diputus bebas”.
Dapat disimpulkan bahwa putusan
pembebasan itu dijatuhkan apabila pengadilan
berpendapat bahwa kesalahan yang didakwakan
oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa/pelaku
tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah.
Seharusnya sesuai dengan putusan kasasi
yang sudah benar melepaskan HP yang melakukan
perbuatan pidana Tidak Hadir Tanpa Izin yang
terkena penyakit gangguan jiwa akut atau
sementara.
Putusan Lepas dari segala dakwaan
dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang
menentukan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari
segala tuntutan hukum”.
Apabila ditinjau dari ketentuan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer, dalam proses persidangan tingkat pertama
yang memutus tidak terbukti melakukan tindak
pidana dan bebas dari segala tuntutan (vrijspraak)
maka Oditur Militer dapat langsung melakukan
upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Oleh karena permohonan tersebut telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal
239 ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
maka permohonan kasasi Oditur Militer
berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 harus dikabulkan oleh Mahkamah
Agung dan membatalkan Putusan Pengadilan
Militer I-05 Pontianak Nomor 60-K/PM.I-
05/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
Berdasarkan penjelasan di atas putusan
bebas murni (vrijspraak) yang diputus oleh
Pengadilan Militer I-05 Pontianak seharusnya
terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh HP
tersebut, putusan yang dijatuhkan adalah putusan
lepas dari segala tuntutan, dikarenakan HP terbukti
melakukan tindak pidana akan tetapi HP tidak
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
dikarenakan pada waktu  melakukan tidak pidana
HP dalam kondisi gangguan jiwa sementara akut
sehingga unsur-unsur untuk
mempertanggungjawabkan tidak terpenuhi, karena
terdapat alasan pemaaf dalam Pasal 44 ayat (1)
KUHP, sehingga putusan yang seharusnya
dikenakan yaitu Melepaskan HP  dari segala
tuntutan hukum (ontslag van alle
rechtsvervolging).
4. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa tindakan HP yang melakukan
tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin di pos satuan
tugas pengamanan perbatasan akibat adanya
dugaan penyakit gangguan jiwa sementara tidak
dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana
karena alasan berikut:
1. Terbukti melakukan tindak pidana tidak hadir
tanpa izin, perbuatannya memenuhi unsur-unsur
tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin sesuai
Pasal 86 ke-1 KUHPM;
2. Tidak mampu bertanggung jawab, dikarenakan
adanya dugaan penyakit gangguan jiwa
sementara;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang
berupa kesengajaan yaitu HP dengan sengaja
tidak hadir tanpa izin tidak hadir di pos satuan
tugas pengamanan perbatasan tanpa izin;
4. Terdapat alasan penghapus pidana yaitu
terdapat alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44
ayat (1) KUHP, dikarenakan adanya dugaan
penyakit gangguan jiwa sementara;
5. Putusan yang seharusnya diberikan adalah lepas
dari segala tuntutan (ontslag van alle
rechtsvervolging) bukan bebas murni
(vrijspraak). Proses pengajuan kasasi oleh
oditur militer sesuai dengan UU No 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer;
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Berdasarkan kesimpulan di atas, maka
terdapat saran yang dapat diberikan yaitu apabila
HP dilepaskan, diharapkan untuk selanjutnya HP
sebagai anggota militer TNI-AD yang berpangkat
Prajurit Dua, dipindahtugaskan di bagian
administrasi dikarenakan supaya HP tidak
mendapat terlalu banyak tekanan dari atasannya
yang menyebabkan penyakit gangguan jiwa
sementaranya timbul kembali.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah HP sebagai anggota militer yang berpangkat Prajurit
Dua yang tidak hadir di pos satuan tugas pengamanan perbatasan tanpa izin akibat adanya dugaan penyakit
gangguan jiwa sementara apakah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Hasil
penelitian menunjukan bahwa HP tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena HP dalam waktu
melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin terdapat adanya dugaan penyakit gangguan jiwa, walaupun
perbuatan HP telah memenuhi unsur dari Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tetapi
karena waktu melakukan tindak pidana terdapat dugaan penyakit gangguan jiwa sehingga perbuatan HP tidak
dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan mendapatkan alasan pemaaf yang terdapat dalam Pasal 44 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 proses
persidangan HP sampai Oditur mengajukan kasasi telah terproses dengan baik dan benar. Putusan yang benar
diberikan kepada HP adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, militer, tidak hadir tanpa izin, pos penjagaan, penyakit gangguan
jiwa sementara.
1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki Polisi dan Tentara
Nasional Indonesia (TNI) yang siap untuk
mengawasi dan melindungi masyarakat. Polisi
memiliki tugas yakni menjaga keamanan untuk
menjamin ketertiban masyarakat dan mengayomi
kepada masyarakat. Sedangkan TNI bertugas
dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD) dijelaskan
bahwa tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)
selaku alat negara adalah mempertahankan,
melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan bangsa, sedangkan substansi kedudukan
TNI diatur secara rinci dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia.
Seperti halnya manusia atau badan hukum,
seorang anggota TNI pun dapat melakukan suatu
kejahatan. Suatu anggota TNI walaupun telah
melalui syarat ujian yang sangat ketat tapi tidak
dapat dipungkiri juga dapat melakukan suatu tindak
pidana. Indonesia memiliki pengaturan mengenai
militer sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 yakni
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
Selain itu juga peradilan militer diatur juga
dengan tegas dalam Undang-Undang No 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Peraturan
Perundang-Undangan tersebut diatur mengenai
yurisdiksi peradilan militer, hukum acara peradilan
militer, dan acara koneksitas, serta hukum tata
usaha militer.
Ada juga aturan tentang disiplin yang
diperuntukkan bagi TNI yakni dijelaskan dalam
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang
Hukum Disiplin Militer, dan juga ada pengaturan
tentang perbuatan tindak pidana bagi TNI yang
melakukan perbuatan pidana yakni dijelaskan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer (KUHPM).
Berdasarkan ketentuan undang-undang di
atas maka dapat diketahui bahwa terhadap anggota
TNI yang melakukan tindak pidana, antara lain
ketidakhadiran di pos satuan tugas pengamanan
perbatasan tanpa izin dapat dikenakan sanksi
pidana militer.
Terdapat sebuah kasus ketidakhadiran di
pos satuan tugas pengamanan perbatasan tanpa izin
oleh seorang anggota TNI yang menarik untuk
dibahas yakni dalam putusan Nomor 10
K/MIL/2017, dengan kronologi kasus seperti
berikut, yakni terdakwa yang berinisial HP yang
bekerja di TNI yang memiliki pangkat Prada
(prajurit dua) yang sedang bertugas di wilayah
perbatasan Rl-Malaysia sebagai Pasukan
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Pengamanan Perbatasan di daerah Desa Sebunga
Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas
Kalimantan Barat. Kejadian dimulai dari tanggal 16
April 2016, berawal dari terdakwa yang tidak mau
menuruti perintah atasannya yakni Sertu Ilham
Riyadi yang menjabat menjadi wakil komandan
pos. setelah itu terdakwa kabur dari markas, wakil
komandan pos yaitu Sertu Ilham Riyadi beserta
seluruh anggota TNI pos tersebut mencari terdakwa
tapi tidak ketemu, setelah 12 hari kemudian
terdakwa ditemukan di bawah jembatan hanya
memakai pakaian dalam saja. Dan ternyata
terdakwa mengalami gangguan jiwa.
Terdakwa dilaporkan ke Pengadilan
Militer I-05 Pontianak. Pada putusan Pengadilan
Militer I-05 Pontianak Membebaskan Terdakwa
dari segala dakwaan, setelah itu oditur kasasi ke
Mahkamah Agung, pada putusan Mahkamah
Agung merubah yang sebelumnya dalam putusan
Pengadilan Militer I-05 Pontianak Membebaskan
Terdakwa dari segala dakwaan menjadi
Melepaskan Terdakwa. Putusan Pengadilan Militer
I-05 Pontianak yang membebaskan terdakwa dari
segala dakwaan, ini lah yang cukup menarik untuk
dibahas dikarenakan putusan bebas demi hukum
berarti dakwaan yang dituntut oleh oditur tidak
terbukti, padahal jelas jelas dalam kasus tersebut
dakwaan yang di dakwa oleh oditur terhadap
terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan
tersebut.
2. METODE PENELITIAN
Penulisan karya tulis ini menggunakan
metode yuridis normatif yang mana penelitian
dilakukan melalui studi kepustakaan serta melalui
peraturan perundang-undangan, literatur, serta
media massa yang digunakan untuk memecahkan
masalah tersebut.
Dalam pembuatan penelitian ini,
pendekatan yang masalah yang digunakan adalah
Statute Approach, yaitu suatu pendekatan yang
dilakukan dengan mengulas semua peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan isu
hukum yang sedang dihadapi. Dalam hal ini,
Undang-Undang yang digunakan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.
Dalam penelitian ini juga menggunakan
Conceptual Approach, yaitu pendekatan yang
dilakukan melalui pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum, seperti pemahaman pemahaman dari  para
ahli hukum. Untuk mendapatkan bahan hukum
tersebut, digunakan studi kepustakaan yaitu :
a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam
penelitian ini menggunakan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer dan Kitab Undang Undang Hukum
Pidana Militer sebagai bahan hukum primer.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum
yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal,
dokumen, surat kabar, majalah, dan lain-lain.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan terkait bahan hukum
primer dan sekunder meliputi kamus hukum.
Langkah pengumpulan bahan hukum di
dalam penulisan ini adalah melalui studi
kepustakaan yang diawali dengan inventaris semua
bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan
hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk
lebih mudah membacanya dan mempelajarinya.
Langkah selanjutnya menganilis bahan hukum
untuk memperoleh jawaban atas permasalahan
digunakan penalaran yang bersifat deduksi (dari
argumentasi umum ke khusus).
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tindak Pidana Militer, apabila dipisah per
suku kata terdapat kata, tindak, pidana, dan kata
militer. Pengertian tindak pidana adalah setiap
perbuatan yang diancam hukuman sebagai
kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut
dalam KUHP maupun peraturan perundang-undang
lainnya. (Citra Umbara, 2016, hal.493). Pidana
dalam Kamus Hukum Internasional dan Indonesia,
pidana adalah hukuman. (Subrata, 2014, hal. 335).
Sedangkan kata militer dalam Kamus Hukum
Internasional dan Indonesia menjelaskan militer
adalah tentara. (Subrata, 2014, hal. 268).
Perlu diketahui, terdapat 2 (dua) macam
tindak pidana militer, tindak pidana militer murni
dan tindak pidana militer campuran. Menurut
Mochammad Faisal Salam (2006, hal. 27):
“tindak pidana militer murni yaitu suatu tindak
pidana yang hanya dilakukan oleh seorang
militer, karena sifatnya khusus militer.
Sedangkan tindak pidana militer campuran
berarti suatu perbuatan yang terlarang yang
sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya
peraturan itu berada pada perundang-undangan
yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya
dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu
dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu
perbuatan yang telah diatur perundang-
undangan lain yang jenisnya sama, diatur
kembali di dalam KUHPM disertai ancaman
hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan
kekhasan militer.”
Sehingga dapat dikatakan tindak pidana militer
terdapat dua jenis, tindak pidana militer murni dan
tindak pidana militer campuran. Tindak pidana
militer murni adalah tindak pidana yang hanya
dilakukan oleh seorang militer seperi tindak pidana
desersi, tidak hadir tanpa izin, meninggalkan pos
penjagaan, melawan atasan (insubordinasi),
meninggalkan pos penjagaan.
Tindak pidana militer campuran menurut
Sianturi (2010, hal. 19) adalah:
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“Tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan
yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam
perundang undangan lain, akan tetapi diatur
lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu
keadaan yang khas militer atau karena adanya
sesuatu sifat yang lain sehingga diperlukan
ancaman pidana yang lebih berat, bahkan
mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada
kejahatan semula dengan pemberatan tersebut
dalam Pasal 52 KUHP.”
Contoh tindak pidana militer campuran
seperti pencurian perlengkapan militer dimana
militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya,
maka bagi militer yang melakukan pencurian itu
tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di
dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-
ketentuan KUHPM.
Anggota militer yang melakukan tindak
pidana bersama sama dengan orang sipil
dinamakan perkara koneksitas seperti yang di
jelaskan dalam Pasal 89 Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut
KUHAP). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan Dan
Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam
Lingkungan Peradilan Ketentaraan dan Pasal 89
sampai Pasal 94 KUHAP, Sianturi (2010, hal. 43)
berpendapat:
“perkara koneksitas yaitu perkara yang
dilakukan secara bersama oleh seseorang non-
justiabel peradilan militer pada prinsipnya
diadili di suatu pengadilan dalam lingkungan
peradilan umum. Menurut ketentuan ini,
perkara koneksitas dapat juga diadili oleh
Mahkamah Militer dengan klausula seperti
tersebut Pasal 3 UU No No. 5 Tahun 1950
tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan
Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan
Ketentaraan. Akan tetapi dalam praktek
banyak terjadi bahwa perkara-perkara
koneksitas diadili secara terpisah, yaitu
justisiabel peradilan militer diadili oleh
mahkamah militer, dan non-justisiabel diadili
oleh peradilan umum.”
Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Izin
atau bisa disingkat menjadi THTI, tindak pidana
THTI diatur dalam bab ketiga di KUHPM
mengenai kejahatan yang merupakan suatu cara
bagi seseorang militer menarik diri dari
pelaksanaan kewajiban dinas. Herdjito (2014, hal.
53) berpendapat:
“Pada umumnya kejahatan tidak hadir tanpa
izin ini lebih cenderung merupakan suatu
perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam
kehidupan militer, lazim disebut sebgai
pelanggaran disiplin militer. Akan tetapi
mengingat pentingnya tujuan yang tersirat
dalam bab tersebut, terutama jika perbuatan
yang tidak boleh terjadi lagi, itu dilakukan
dalam tingkat yang lebih tinggi lagi maka
penyelesaian/penindakan secara hukum
disiplin militer sudah kurang memadai, oleh
karena itu ia ditentukan sebagai kejahatan yang
diancam dengan pidana dan sekaligus
merupakan alat pemaksa tertinggi (ultimatum
medium) untuk penataan suatu kehidupan
berdisiplin.”
Dalam penulisan karya ilmiah milik
Muhammad Jabirullah (2017, hal. 8) mengartikan
Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) merupakan
perbuatan atau tindakan dimana prajurit TNI
melakukan ketidakhadiran untuk menjalankan
tugas dan kewajibannya saat jam dinas atau pergi
meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan
atau atasan yang berwenang. Setiap anggota TNI
yang tidak masuk dinas atau yang akan pergi
meninggalkan kesatuan dengan alasan apapun itu
diwajibkan melapor kepada komandan ataupun
atasan yang berwenang. Hasil wawancara dengan
Ediyanto Kusumo selaku Kepala Oditur Ambon:
1. Ada perbedaan antara kedua pasal tersebut
yakni pada Pasal 86 KUHPM adalah militer
dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
izin, sedangkan Pasal 87 KUHPM langsung
klasifikasi terkait desersi. Adapun persyaratan
dalam hal ketidakhadiran tanpa izin atau Tidak
Hadir Tanpa Izin (THTI) yakni tidak hadirnya
minimal 1 (satu) hari dan maksimal kurang dari
30 (tiga puluh) hari, karena jam kerja militer itu
24 jam, termasuk juga hari sabtu dan minggu.
2. Terminologi hukum Tidak Hadir Tanpa Izin
(THTI) dalam istilah militernya adalah mangkir,
sedangkan desersi, mengapa tidak termasuk
pula dalam kejahatan Tidak Hadir Tanpa Izin ?
karena dalam desersi, ketidakhadiran seorang
anggota militer adalah minimal 30 hari atau
lebih sedangkan untuk THTI, syarat
ketidakhadiran tanpa izinnya minimal 1 hari
sampai 30 hari, sehingga jika selama minimal
30 hari atau lebih Tidak Hadir Tanpa Izin maka
sudah termasuk tindak pidana desersi dan
pelakunya disebut disertir.
3. Hukuman antara Desersi dan THTI adalah lebih
berat desersi karena ketidakhadiran tanpa izin
atau mangkirnya lebih lama. Dalam praktiknya,
perbuatan THTI tidak sampai diproses secara
hukum pidana dan biasanya hanya diterapkan
hukum disiplin militer bagi pelakunya dan
dihukum oleh Angkum (angkatan yang berhak
menghukum).
4. Meskipun diterapkan hukum disiplin militer
namun hukuman dispilin juga termasuk berat
karena terdapat sanksi teguran, sanksi
penahanan ringan, dan sanksi penahanan berat.
5. Ketentuan dalam Pasal 86 KUHPM dan Pasal
87 KUHPM terdapat 2 (dua) pembagian
berdasarkan waktunya, di masa damai dan di
masa perang, dan hukuman di masa perang
lebih berat daripada masa damai. Kebanyakan
pada waktu masa perang di melakukan 87
biasanya langsung dipecat. Kalau desersi di
bawah 1 tahun dan tidak memiliki itu jarang
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dipecat kalau lebih dari 1 tahun itu sudah jelas
dipecat.
Gangguan Jiwa suatu penyakit yang
melibatkan mental seseorang, yang menjadi suatu
keadaan mental seseorang tidak normal pada
umumnya. Taufik Akbar Rizqi Yunanto seorang
psikolog dan seorang dosen psikologi di
Universitas Surabaya mengatakan bahwa:
1. Terdapat dua jenis gangguan jiwa, yaitu
gangguan psikotik dan gangguan neurotik,
gangguan jiwa neurotik yaitu seperti adanya
kecemasan dalam diri orang tersebut, terdapat
obsesi konklusif atau obsessive compulsive
disorder yang disingkat OCD adalah gangguan
yang ditandai dengan pikiran negatif yang
membuat orang merasa cemas, takut, dan
khawatir, terdapat depresi ringan, sedangkan
gangguan jiwa psikotik itu gejalanya terdapat
halusinasi (obyek yang bisa dilihat oleh dirinya
sendiri tetapi tidak bisa dilihat oleh orang lain),
terdapat delusi/waham, waham adalah suatu
keyakinan orang yang keliru seperti contohnya
orang yang mengaku ngaku menjadi nabi,
terdapat juga waham kendali yang berarti
bahwa si penderita penyakit ini seperti
beranggapan bahwa dia seperti dikendalikan
atau dikontrol oleh orang lain, dan seperti setiap
gerak-geriknya selalu diawasi oleh orang lain.
2. Penyakit gangguan jiwa neurotik dan psikiatik
ini ada tingkatannya yaitu akut dan kronis.
Apabila si penderita mengalami gangguan jiwa
dalam tingkatan akut maka yang bersangkutan
mengalami gangguan jiwa menderita pada saat
itu saja atau sementara dan berbeda jika
gangguan jiwa yang diderita pada tingkat kronis
maka si penderita memang dari awal sudah
sakit tidak sementara dan bisa terjadi secara
terus menerus. Gangguan jiwa pada tingkat akut
dapat menjadi kronis apabila tidak diobati dan
oleh karena itu, penyakit gangguan jiwa akut
bisa disebut sebagai penyakit gangguan jiwa
sementara, karena terjadi pada masa itu saja.
3. Dalam penggolongannya gangguan jiwa
terdapat tiga golongan yaitu ringan, sedang, dan
berat. Ciri ciri gangguan jiwa ringan biasanya si
penderita tidak ingin makan akan tetapi si
pendereita bisa beraktifitas normal, ciri ciri
gangguan jiwa sedang si penderita tidak ingin
makan, tidak ingin keluar dari rumah, akan
tetapi si penderita masih dapat berinteraksi, dan
ciri ciri gangguan jiwa berat si penderita tidak
ingin makan, tidak ingin keluar rumah, si
penderita merasa kesakitan mengganggu
kesehatannya dan mengganggu keseharian si
penderita.
4. Salah satu faktor penyebab penyakit gangguan
jiwa timbul dikarenakan faktor lingkungan,
seperti lingkungan pergaulannya, keluarganya.
Pada umumnya korban gangguan jiwa itu,
kebanyakan memendam masalah sendiri, tidak
menceritakan kepada orang lain, dan jika
berbagai masalah yang dipendam sudah terlalu
banyak maka dapat menimbulkan stress dan
menjadi gangguan jiwa.
5. Cara untuk mengatasi hal ini yaitu mencari
lingkungan yang baik, dan harus dapat
menceritakan masalah-masalah ini kepada
orang lain dengan harapan agar beban
kejiwaannya bisa berkurang. Orang yang
normal pun bisa terkena penyakit gangguan
jiwa apabila terlalu banyak masalah dalam
pikirannya, dan dapat mengakibatkan rusaknya
kejiwaan dalam orang tersebut.
Penyakit gangguan jiwa atau
keabnormalan mental tidak dapat
dipertanggungjawabkan perbuatannya, berarti
sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu
menggunakan alasan pemaaf
(Schulduitsluitingdgroden) atas perbuatannya.
Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP: “Barang
siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat
dalam pertumbuhan atau terganggu karena
penyakit, tidak dipidana”.
Keberlangsungan Pasal 44 ayat (1) KUHP
dapat diterapkan dalam KUHPM dikarenakan
terdapat Pasal 103 KUHP yang berisi tentang
Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII
buku ini juga berlaku bagi perbuatan- perbuatan
yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya
diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-
undang ditentukan lain.
Dikarenakan terdapat ketentuan tersebut
yang dituliskan dalam Pasal 103 KUHP, Pasal 44
ayat (1) KUHP dapat diterapkan juga dalam
KUHPM dikarenakan KUHPM tidak mengatur
tentang alasan pemaaf yang diperuntukkan bagi
pelaku yang memiliki penyakit gangguan jiwa.
Maka dari itu Pasal 44 ayat (1) KUHP berhubungan
dengan Pasal 103 KUHP untuk dapat diberlakukan
KUHPM. Dikarenakan KUHPM ini termasuk
undang undang yang sifatnya khusus berdasarkan
asas hukum yang berbunyi Lex specialis derogat
legi generali yang artinya hukum yang bersifat
khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum
yang bersifat umum (lex generalis).
Hal pertama yang perlu dilihat yaitu HP
dalam kasus tersebut yaitu apakah yang dilakukan
oleh HP termasuk perbuatan pidana ataukah bukan.
Roeslan Saleh (1983, hal. 75) berpendapat,
“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak
termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan
pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya
perbuatan. Apakah orang yang telah
melakukan perbuatan itu kemudian juga
dipidana, tergantung pada soal, apakah dia
dalam melakukan perbuatan itu mempunyai
kesalahan atau kah tidak. Apabila orang yang
melakukan perbuatan pidana itu memang
mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan
dipidana. Tetapi, manakala dia tidak
mempunyai kesalahan, walaupun dia telah
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melakukan perbuatan yang terlarang dan
tercela, tentu tidak dipidana. Asas yang tidak
tertulis: “tidak dipidana jika tidak ada
kesalahan”, merupakan dasar daripada
dipidananya si pembuat”. Jadi perbuatan yang
tercela oleh masyarakat itu
dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya.”
Bentuk dakwaan Oditur yang diterapkan
kepada HP adalah dakwaan kumulatif yakni Pasal
118 ayat (1) KUHPM dan Pasal 86 ke 1 KUHPM
dan terhadap bentuk dakwaan demikian akan
dibuktikan kedua pasal yang didakwakan. Pasal
118 ayat (1) KUHPM dalam dakwaan kesatu
meliputi sebagai berikut:
Penjaga yang meninggalkan Posnya
dengan semaunya, tidak melaksanakan tugas yang
merupakan keharusan baginya, ataupun membuat
atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan
dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya
sebagai penjaga sebagaimana mestinya, diancam
dengan piadana maksimum empat tahun.
Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu subjek
hukum-nya adalah penjaga, perbuatan yang
dilanggar yaitu dengan sengaja meninggalkan
posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan
tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun
membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu
keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan
tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya
dan ancaman hukuman yang dikenakan apabila
melanggar pasal tersebut yaitu pidana penjara
maksimum empat tahun.
Setelah itu pasal yang didakwakan
selanjutnya yaitu Pasal 86 ke 1 KUHPM yang
menentukan:
Militer, yang dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa izin, diancam:
Ke-1 dengan pidana penjara maksimum satu tahun
empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam
waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama
dari tiga puluh hari.
Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah subjek
hukum yaitu militer dan dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai
minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh
hari dan ancaman hukumannya pidana penjara
maksimum satu tahun empat bulan.
Menurut pertimbangan hukum dari hakim
pada tingkat pertama in casu Pengadilan Militer I-
05 Pontianak, unsur “Penjaga” dalam Pasal 118
ayat (1) KUHPM tidak dipenuhi karena tugas
penjagaan pada umumnya ialah tidak boleh
meninggalkan pos atau tempat peninjauan dimana
ia ditempatkan atau melaksanakan suatu tugas
penjagaan yang merupakan keharusan baginya
sehingga unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan
lagi sehingga Pasal 118 ayat (1) KUHPM tidak
dapat dikenakan pada diri terdakwa HP.
Penjaga adalah setiap militer yang
bersenjata dan atau memakai pengenal yang
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan
Kemanan/Panglima TNI, yang ditempatkan di
suatu pos atau tempat peninjauan. Tugas penjagaan
pada umumnya ialah tidak boleh meninggalkan pos
atau tempat peninjauan dimana ia ditempatkan atau
melaksanakan suatu tugas penjagaan yang
merupakan keharusan baginya.
Pasal 86 ke-1KUHPM  dapat dikenakan
terhadap HP yang meninggalkan pos tanpa izin,
unsur-unsur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM
terpenuhi dibuktikan bahwa HP adalah seorang
anggota militer yang berpangkat Prajurit dua
(Prada) dengan nomor registrasi pokok
31150233620394 dan termasuk kedalam Satuan
Yonif 144/JY berdasarkan Surat Perintah Pangdam
XII/Tpr Nomor: Sprin/3693.a/XII/2015 tanggal 25
Desember 2015 Yonif 144/JY dipimpin oleh Letkol
Inf Gambuh Sri Karyanto selaku
DansatgasPamtasYonif 144/JY Kodamll/Swj
tergabung dalam tugas Operasi PamtasRl-Malaysia
diwilayah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan
Barat di bawah Kendali Operasi DankolaopsKorem
121/AbwKodamXll/Tpr.
Berdasarkan penjelasan unsur-unsur Pasal
118 ayat (1) KUHPM dan Pasal 86 ke-1 KUHPM,
perbuatan dari HP merupakan perbuatan hukum
yang dapat diancam pidana/hukuman karena
berdasarkan kronologi kejadian di atas, HP telah
meninggalkan pos penjagaan dengan semaunya
tanpa izin yang sah dari Dansat sedang
malaksanakan tugas Operasi Militer PamtasRl-
Malaysia di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak
dalam keadaan perang.
Hal yang kedua yang perlu dilihat yaitu
apakah ada kesalahan (schuld) dan dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana
(toerekeningsvadbaarheid). Adami Chazawi (2002,
hal. 4) berpendapat:
Dalam aspek ini tidak dihubungkan dengan adanya
si pembuat dan dipidananya si pembuat tersebut.
Bagi si pembuat/petindak tersebut apakah ia benar
dapat dijatuhi pidana ataukah tidak, masih
bergantung dari apakah ia benar dapat dijatuhi
pidana ataukah tidak, masih bergantung dari apakah
perbuatan yang nyata melanggar larangan itu dapat
dipersalahkan ataukah tidak kepadanya. Artinya,
apakah dia mempunyai kesalahan ataukah tidak.
Jika dia tidak dapat dipersalahkan, maka terhadap
perbuatannya yang nyata melanggar larangan itu
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.
Dalam kasus di atas HP sebagai pelaku
tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin termasuk
suatu kesalahan dan dapat dipidana dimana HP
dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa
izin dalam waktu damai.
Selanjutnya perlu dilihat kemampuan
bertanggung jawab dari HP, apakah HP mampu
bertanggung jawab ataukah tidak. Roeslan Saleh
(1983, hal.78) mengatakan:
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“Sebagai ikhtisar dapat dikatakan bahwa: hal
yang pertama, yaitu mengenai keadaan bathin
dari  orang yang melakukan perbuatan, dalam
ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim
disebut masalah kemampuan
bertanggungjawab; hal yang kedua, yaitu
mengenai hubungan antara ilmu bathin itu
dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan
masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan
pemaaf; sehingga mampu bertanggung jawab,
mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta
tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-
unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan
kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Yang satu bergantung pada yang lain, dalam
arti: demikianlah urut-urutannya dan yang
disebut kemudian bergantung pada yang
disebutkan terlebih dahulu. Konkritnya
tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang
adanya kesengajaan ataupun kealpaan, apabila
orang itu tidak mampu bertanggung jawab.
Begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai
alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu
bertanggungjawab, dan tidak pula adanya
kesengajaan ataupun kealpaan.”
Dapat disimpulkan bahwa orang yang
mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana
dapat dirumuskan apakah orang tersebut
mempunyai kesengajaan atau kealpaan dalam
melakukan tindak pidana dan tidak adanya alasan
pemaaf Muladi dan Dwidja Priyatno (2010, hal.63)
mengatakan:
“bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban
pidana yang menyangkut pembuat delik yang
meliputi:
a. Kemampuan bertanggung jawab;
b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau
kealpaan
c. Tidak ada alasan pemaaf”
Roeslan Saleh (1983, hal. 79) juga
berpendapat sehingga untuk adanya kesalahan yang
mengakibatkan dipidananya terdakwa maka
terdakwa haruslah (a) melakukan perbuatan pidana;
(b) mampu bertanggung jawab; (c) dengan
kesengajaan atau kealpaan; dan (d) tidak adanya
alasan pemaaf. Berdasarkan kasus di atas HP
sebagai pelaku tindak pidana Tidak Hadir Tanpa
Izin perlu dilihat apakah memenuhi unsur tersebut
ataukah tidak. Unsur yang pertama telah dibuktikan
bahwa Tidak Hadir Tanpa Izin adalah termasuk
perbuatan pidana dijelaskan dalam Pasal 86 ke-1
KUHPM.
Selanjutnya perlu diketahui apakah HP
mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Menurut
Roeslan Saleh (1983, hal. 79) mengatakan
“orang mampu bertanggung jawab itu harus
memenuhi tiga syarat yaitu
(1) dapat menginsyafi makna yang selanjutnya
daripada perbuatannya;
(2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu
tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan
masyarakat;
(3) mampu untuk menentukan niat atau
kehendaknya dalam melakukan perbuatan.”
Berdasarkan kasus HP sebagai pelaku
tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin tidak dapat
memenuhi ketiga syarat orang yang mampu
bertanggungjawab menurut Roeslan Saleh,
dikarenakan HP pada waktu melakukan tindak
pidana dalam kondisi gangguan jiwa akut atau
sementara, dan seharusnya mendapatkan alasan
pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP.
HP dalam kondisi gangguan jiwa akut atau
sementara dapat diketahui dari hasil pemeriksaan
oleh dr. Mayor Ckm I NyomanMudana M. Biomet
Spkj. Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa
riwayat penyakit pasien (HP) mengalami gangguan
psikotik akut dan sementara lainnya, dengan
ditandai adanya halusinasi (+), waham kendali (+),
halusinasi visual (+), bentuk pikir non logarnonral,
halusinasi longgar, insomnia (-), prikomotorkatafon
(+) sesuai hasil ringaksan keluar dari
KesdamXll/Tpr Rumkit Tingkat II Kartika Husada
yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2016.
Terdapat halusinasi (+) berarti terdapat
suatu keadaan seseorang melihat, mendengar, atau
merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata.
Setelah itu terdapat waham kendali (+), Waham
atau delusi berarti terdapat keyakinan yang keliru
contoh nya orang yang mengaku ngaku menjadi
nabi. HP dalam kasus ini terkena waham kendali
(+) yang berarti terdapat keyakinan yang salah
dalam diri HP yang merasa HP itu dikendalikan
atau dikontrol oleh orang lain atau di awasi oleh
orang lain, jadi seperti setiap gerak gerik HP
diawasi oleh orang lain, keyakinan tersebut
irasional tidak masuk akal bagi orang lain, tapi bagi
dia merasa menderita karena apa yang dia lakukan
itu seperti diawasi atau dikendalikan oleh orang
lain. Terdapat bentuk pikir non logarnonral ini
berarti bentuk pikiran dari HP tidak runtut, dalam
menceritakan suatu hal tidak secara runtut maka
dari iru sulit untuk menangkap apa yangdikatakan
korban. Setelah itu terdapat halusinasi longgar yang
berarti halusinasi yang jarang terjadi, insomnia (-)
berarti HP tidak ada insomnia, insomnia berarti
suatu keadaan yang menyulitkan untuk tidur.
Terdapat prikomotorkatafon (+) yang bearti
terdapat gerak-gerakan yang berlebih (hyperaktif).
HP dalam melakukan tindak pidana Tidak
Hadir Tanpa Izin dengan sengaja dapat tidak dapat
dikenakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan
pada waktu HP melakukan tindak pidana Tidah
Hadir Tanpa Izin dalam kondisi gangguan jiwa akut
atau sementara. Hal ini dibuktikan dari keterangan
saksi Hadi Yudianto Atmadja Sembiring yang
memiliki hubungan dengan HP sebatas atasan dan
bawahan saja, lalu berdasarkan kesasksian nya
dimuka persidangan Hadi Yudianto Atmadja
Sembiring mengatakan HP sebelum meninggalkan
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pos, HP sering menyendiri tidak pernah bercerita
kepada Hadi atau anggota lain tentang
permasalahan yang dihadapi karena HP sangat
pendiam dan tertutup, sering menyendiri dan tidak
bercerita kepada anggota lain terkait masalahnya
adalah salah satu faktor timbulnya penyakit
gangguan jiwa, dikarenakan apabila orang sering
memendam masalah-masalahnya dan ia tidak
bercerita kepada orang lain, maka orang yang
memendam masalahnya sendiri akan stress dan
menjadi penderita penyakit gangguan jiwa. Dalam
kasus di atas juga HP menderita stressor tinggi
dikarenakan terdapat masalah dalam keluarganya.
Selain itu pada hasil keterangan para saksi
disimpulkan bahwa HP meninggalkan Pos Simpang
Tiga Lokpon dalam keadaan amnesia lupa ingatan
terbawa oleh halusinasinya sehingga apa yang
dipikirkan oleh HP hanya diketahui oleh HP
sendiri. Maka dari itu HP dapat dikenakan alasan
pemaaf yang dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1)
KUHP. Sehingga HP tidak mampu untuk
mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya.
Berdasarkan kasus di atas, HP telah
terbukti melakukan tindak pidana Tidak Hadir
Tanpa Izin sesuai dengan dakwaan oditur yaitu
Pasal 86 ke-1 KUHPM yang telah memenuhi
unsur-unsur-nya akan tetapi dalam putusan
Pengadilan Militer I-05 Pontianak berpendapat
unsur pada Pasal 86 ke-1 KUHPM ini juga tidak
terbukti maka dari itu putusannya bebas murni
(vrijspraak). Putusan “bebas” merupakan salah satu
dari jenis putusan pengadilan sebagaimana yang
telah ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP:
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil
pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka
terdakwa diputus bebas”.
Dapat disimpulkan bahwa putusan
pembebasan itu dijatuhkan apabila pengadilan
berpendapat bahwa kesalahan yang didakwakan
oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa/pelaku
tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah.
Seharusnya sesuai dengan putusan kasasi
yang sudah benar melepaskan HP yang melakukan
perbuatan pidana Tidak Hadir Tanpa Izin yang
terkena penyakit gangguan jiwa akut atau
sementara.
Putusan Lepas dari segala dakwaan
dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang
menentukan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari
segala tuntutan hukum”.
Apabila ditinjau dari ketentuan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer, dalam proses persidangan tingkat pertama
yang memutus tidak terbukti melakukan tindak
pidana dan bebas dari segala tuntutan (vrijspraak)
maka Oditur Militer dapat langsung melakukan
upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Oleh karena permohonan tersebut telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal
239 ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
maka permohonan kasasi Oditur Militer
berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 harus dikabulkan oleh Mahkamah
Agung dan membatalkan Putusan Pengadilan
Militer I-05 Pontianak Nomor 60-K/PM.I-
05/AD/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
Berdasarkan penjelasan di atas putusan
bebas murni (vrijspraak) yang diputus oleh
Pengadilan Militer I-05 Pontianak seharusnya
terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh HP
tersebut, putusan yang dijatuhkan adalah putusan
lepas dari segala tuntutan, dikarenakan HP terbukti
melakukan tindak pidana akan tetapi HP tidak
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
dikarenakan pada waktu  melakukan tidak pidana
HP dalam kondisi gangguan jiwa sementara akut
sehingga unsur-unsur untuk
mempertanggungjawabkan tidak terpenuhi, karena
terdapat alasan pemaaf dalam Pasal 44 ayat (1)
KUHP, sehingga putusan yang seharusnya
dikenakan yaitu Melepaskan HP  dari segala
tuntutan hukum (ontslag van alle
rechtsvervolging).
4. KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan bahwa tindakan HP yang melakukan
tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin di pos satuan
tugas pengamanan perbatasan akibat adanya
dugaan penyakit gangguan jiwa sementara tidak
dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana
karena alasan berikut:
1. Terbukti melakukan tindak pidana tidak hadir
tanpa izin, perbuatannya memenuhi unsur-unsur
tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin sesuai
Pasal 86 ke-1 KUHPM;
2. Tidak mampu bertanggung jawab, dikarenakan
adanya dugaan penyakit gangguan jiwa
sementara;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang
berupa kesengajaan yaitu HP dengan sengaja
tidak hadir tanpa izin tidak hadir di pos satuan
tugas pengamanan perbatasan tanpa izin;
4. Terdapat alasan penghapus pidana yaitu
terdapat alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44
ayat (1) KUHP, dikarenakan adanya dugaan
penyakit gangguan jiwa sementara;
5. Putusan yang seharusnya diberikan adalah lepas
dari segala tuntutan (ontslag van alle
rechtsvervolging) bukan bebas murni
(vrijspraak). Proses pengajuan kasasi oleh
oditur militer sesuai dengan UU No 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer;
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Berdasarkan kesimpulan di atas, maka
terdapat saran yang dapat diberikan yaitu apabila
HP dilepaskan, diharapkan untuk selanjutnya HP
sebagai anggota militer TNI-AD yang berpangkat
Prajurit Dua, dipindahtugaskan di bagian
administrasi dikarenakan supaya HP tidak
mendapat terlalu banyak tekanan dari atasannya
yang menyebabkan penyakit gangguan jiwa
sementaranya timbul kembali.
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